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Abstract

This research examines the legal consequences of canceling the iddah
period from the perspective of Islamic law and Law Number 16 of 2019.
This research is literature research, meaning it was carried out by
cataloging and analyzing literature that explains the implications of
canceling the iddah period and its laws. To collect data for this research,
previously existing theories were studied, analyzed and connected to the
ARTICLE INFO topic of the -implications of breaking the iddah time and the legal
consequences it causes. The results of this research are that there are social
violations during the iddah period, especially against women who are
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PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan
seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah
tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.(Hakim et
al. 2020) ‘Perkawinan merupakan sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk
Allah, baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Semua yang diciptakan
Allah berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan, sebagaimana berlaku pada
manusia.’(Mukhlisin and Iwannudin 2022)

I[slam sebagai agama rahmatan lil alamin, memberikan jalan keluar terakhir
bagi kesulitan yang tidak dapat dipecahkan lagi, sebagai suatu obat bagi penyakit
yang parah yang sudah tidak ada obat lain, yaitu tidak lagi memungkinkan untuk
tercapainya tujuan dari perkawinan, maka Allah tidak memaksakan mereka untuk
bertahan dalam perkawinan itu. Ketika konflik harus berlanjut, masing-masing
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pihak tetap bersikeras pada pendidiriannya untuk berpisah dan upaya-upaya
perdamaian selalu gagal ditempuh. Maka perceraianpun tidak dapat dihindari
sebagai jalan terakhir.(Arifin 2023)

Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku baginya waktu tunggu
atau masa Iddah, kecuali apabila seorang istri dicerai suaminya sebelum ia
berhubungan (qabla dukhul). Baik karena kematian, perceraian atau putusan
pengadilan. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dituangkan dalam pasal
11 bahwa ‘bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu
tunggu’.(Muslimin 2017)

Syarbini Khatib dalam kitabnya Mugnil Muhtaj sebagaimana dikutip oleh Ria
mendifinisikan bahwa iddah adalah nama masa menunggu bagi seorang
perempuan untuk mengetahui kekosongan rahimnya atau karena sedih atas
meninggal suaminya.(Herawati 2011) Masa Iddah sangatlah penting bagi
perempuan selain untuk mengetahui keadaan rahim, masa Iddah juga diberikan
demi menentukan hubungan nasab anak, memberi alokasi waktu yang cukup
untuk merenungkan tindakan perceraian.(Warjiyati 2019)

Iddah diharuskan bagi istri (perempuan) karena dalam iddah memiliki
banyak kemaslahatan baik pada keluarga, masyarakat, suami maupun istri. Iddah
dapat menjaga dan melestarikan keturunan dari tercampurnya laki-laki lain yang
ingin dinikahi. Kesucian istri dapat dilihat ketika masa iddah yang dibuktikan
dengan kosongnya rahim dari adanya janin.(Ismail and Khotamin 2017)

Mengenai masa Iddah tersebut Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 228 telah
menjelaskan sebagai berikut:
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Artinya: ‘Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu)
tiga kali quru.’ (Q.S. Al-Baqarah [2]: 228)

Ada beberapa perempuan yang mengajukan cerai gugat dimana mereka
belum menyelesaikan masa Iddahnya, akan tetapi mereka sudah melaksanakan
perkawinan dengan laki-laki lain. Dampak yang diterima yakni adanya
cibiran/omongan dan masyarakat sekitar. Selain itu, ketika seorang wanita yang
masih dalam masa iddah bersikeras menikah lagi dengan lelaki lain, besar
kemungkinan akan berdampak pada anaknya kelak. Status anak yang dilahirkan
juga akan menimbulkan pertanyaan apakah dari suami sebelumnya atau suami
yang sekarang.(Maulana, Muslimin, and Khotamin 2023)

Berdasarkan uraian di atas, dalam penelitian ini peneliti mencoba menelaah
mendalam terkait masa iddah bagi istri yang mana si istri ternyata melakukan
pelanggaran atas masa iddah yang seharusnya dijalaninya yang selanjutnya
ditinjau berdasarkan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Melihat pentingnya masa Iddah bagi perempuan membuat peneliti tertarik
untuk meneliti kasus tentang pelanggaran masa Iddah dan akibat hukumnya.
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut peneliti berpikir sungguh sangat
menarik mengkaji masalah ini lebih lanjut dalam sebuah penelitian dan
menuangkannya ke dalam skripsi yang berjudul ‘Dampak Pelanggaran Masa Iddah
Dan Akibat Hukumnya Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2019.
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METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research) yaitu
penelitian yang dilakukan dengan cara menginventarisir dan menelaah buku-buku
yang berkenaan dengan penjelasan tentang dampak pelanggaran masa iddah dan
akibat hukumnya perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2019. Setelah data diperoleh, maka keseluruhan data tersebut dianalisa dengan
analisa deskriptif komparatif. “Penelitian deskriptif adalah penelitian yang
dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lain yang sudah
disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian”.(Soendari
2012)

HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Definisi Iddah

Menurut bahasa, kata iddah berasal dari kata’ ada (bilangan dan ihshaak
(perhitungan)) seorang wanita yang menghitung dan menjumlah hari dan masa
haidh masa suci.(Jayusman et al. 2022) Firman Allah dalam Al-qur’an:
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‘Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah dua belas bulan’. (QS. At-
Taubah (9): 36)

Menurut istilah Fugaha’ Iddah berarti masa menunggu wanita sehingga halal
bagi suami lain.(Hikmatullah 2021) Iddah adalah masa menanti yang diwajibkan
atas perempuan yang diceraikan suami (cerai hidup atau cerai mati).(Muslimin 2017)

Iddah adalah masa penantian (untuk tidak menikah dulu) bagi seorang istri
dalam waktu yang sudah ditentukan oleh agama, yang bertujuan untuk
mengetahui kosongnya rahim seorang istri (bagi istri yang masih berpotensi
hamil) atau karena peribadatan/ta’abbud/ taken for granted (bagi istri yang masih
kecil atau sudah menopause) sebagai bentuk duka cita atas wafatnya suami. Pada
mulanya iddah disyariatkankan untuk menjaga turunan dari percampuran
sperma.(Selviyanti 2020)

Iddah yaitu masa tunggu yang ditetapkan bagi wanita setelah kematian
suami baik berdasarkan masa haid atau suci, bilangan bulan atau dengan
melahirkan untuk mengetahui kesucian rahim, beribadah ,ta’abbud“ maupun bela
sungkawa atas suaminya. Selama masa tersebut wanita (isteri) dilarang menikah
dengan laki-laki lain.(Muhsin and Azhari 2023)

Iddah ialah Sebutan/nama bagi suatu masa di mana seorang
wanita/menangguhkan perkawinan setelah ia ditinggalkan mati oleh suaminya
atau setelah diceraikan baik dengan menunggu kelahiran bayinya, atau
berakhirnya beberapa quru’, atau berakhirnya beberapa bulan yang sudah
ditentukan.(Khoiri and Muala 2020)

Masa iddah merupakan masa yang ditetapkan syari’at terhadap perempuan
sesudah terjadinya perceraian, agar menahan diri untuk menikah kembali sampai
selesainya masa iddah tersebut, ini pengertian iddah menurut istilah. Pengertian
iddah adalah ketika putusnya pernikahan pria dan wanita, maka diwajibkan bagi
perempuan untuk menunggu atau menahan diri untuk tidak menikah sampai
dengan masa yang telah ditentukan oleh syari’at.(Muhsin and Azhari 2023)
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Berdasarkan pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Iddah ialah
masa menanti atau menunggu yang diwajibkan atas seorang perempuan yang
diceraikan oleh suaminya. Iddah yaitu waktu yang ditetapkan oleh hukum Islam
sesudah terjadinya perceraian, seorang mempelai wanita untuk menahan, dilarang
untuk melangsungkan perkawinan sampai selesai masa iddahnya. Seorang laki-
laki tidak ada ketentuan yang mewajibkan iddah baginya. Seorang perempuan
yang diceraikan, tetapi belum pernah berhubungan suami isteri (dukhul), tiada
waktu iddah untuknya.(Shinwanuddin 2022)

2. Dampak Pelanggaran Masa Iddah dan Akibat Hukumnya Perspektif Hukum
Islam dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Islam telah menjelaskan iddah itu merupakan nama untuk masa bagi
perempuan untuk menunggu dan mencegahnya untuk menikah setelah wafatnya
suami atau berpisah dengannya. Maksudnya adalah masalah masa menunggu atau
menanti yang dilakukan wanita yang baru di cerai oleh suaminya, ia tidak boleh
menikah atau kawin dengan orang lain sebelum habis waktu menunggu tersebut.

Tidak seorang pun dibolehkan melamar apalagi menikahi wanita yang
dalam menjalani masa iddah, baik karena perceraian maupun kematian suaminya,
jika ada seseorang yang menikahinya sebelum masa iddahnya selesai, maka
nikahnya dianggap tidak sah.(Iman, Kholiludin, and Hakim 2023) Selain itu, tidak
ada hak waris diantara keduanya dan tidak ada kewajiban memberi nafkah serta
mahar. Yang dimaksud dengan wanita yang sedang menjalani masa iddah itu ada
tiga macam yaitu:

1. Wanita menjalani iddah karena ditinggal mati suaminya.

2. Menjalani iddah karena dijatuhi talak tiga oleh suaminya.

3. Menjalani iddah karena batalnya pernikahan disebabkan adanya suatu hal
yang mengharamkan pernikahan mereka.

Selanjutnya adalah wanita yang dijatuhi talak raj’i maka tidak diperbolehkan
bagi seorang pun melamarnya dengan cara sindiran maupun terang-terangan,
karena ia seharusnya masih berada dalam wilayah hukum suami istri, karena
suaminya mempunyai hak untuk kembali kepadanya sebab kedudukannya adalah
masih talak raj’i.

Di dalam surat Al-Bagarahayat 228 Allah berfirman:
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Artinya: Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu)
tiga kali quru. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah
dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-
suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami)
itu menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan
kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu
tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha
Bijaksana.
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Dalam peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 masalah ini telah
dijelaskan dalam BAB VII Pasal 39 sementara dalam Kompilasi Hukum Islam
dijelaskan Pasal 153, 154, 155. Pasal 153 ayat (1) kompilasi menyatakan: ‘bagi
seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah
kecuali gabla al-dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami’.

Pernikahan dalam masa iddah adalah salah satu perbuatan yang sangat
bertentangan dengan hukum Islam. Akan tetapi di masyarakat hal ini sering
terjadi. Didalam masalah perkawinan, ada beberapa masyarakat yang kuat
berpegang kepada ketentuan adat, setiap bentuk pernikahan yang melanggar atau
bertentangan dengan ketentuan adat dinilai telah menyebabkan aib. Dan hal ini
sangat bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah Nabi.

Yang menjadi faktor masyarakat melaksanakan nikah dalam masa iddah
menurut peneliti disebabkan oleh kondisi memprihatinkan pada pasangan suami
istri sebelumnya bahwa mereka dalam keadaan kurang mampu dalam segi hal
ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Sedangkan mantan suami
mereka juga kurang mampu ekonominya. Jadi mereka ditakutkan akan
terlantarkan hidupnya.

Pada kondisi tidak jelas, pasangan yang menikah ini tidak mengetahui hukum
Islam secara keseluruhan, sehingga mereka menikah saja walaupun sebenarnya
mereka masih dalam keadaaan beriddah.(Saputera and Lamunte 2020)
Seharusnya dalam hal alasan pertama diatas pernikahan tidak boleh dilaksanakan
karena salah satu calon pengantin masih dalam massa iddah. Perempuan yang
diceraikan oleh suaminya cerai hidup, kalau dia masih dalam keadaan haid,
iddahnya adalah tiga kali suci.

Adapun secara rinci pembagian 7ddah dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Iddah berdasarkan haid

Apabila terjadi putus perkawinan disebabkan karena talaq baik raj’i
maupun bain, baik bain sughra maupun kubra atau karena fasakh seperti
murtadnya suami atau khiyar bulug dari perempuan sedangkan isteri masih
mengalami haid maka ‘iddahnya dengan tiga kali haid. Akan tetapi hal tersebut
berlaku bagi seorang isteri yang memenuhi syarat-syarat diantaranya:

a. Isteri yang merdeka, sedangkan bagi isteri yang hamba sahaya iddahnya
selesai dengan dua kali haid.

b. Isteri tersebut dalam keadaan tidak hamil. Sedangkan apabila ia hamil
iddahnya selesai sampai ia melahirkan.

c. Isteri tersebut telah dicampuri secara hakiki atau hukmi (khalwat)
berdasarkan akad yang shahih dan tidak ada perbedaan baik isteri tersebut
seorang muslim atau kitabiyah. Ulama Hanafiyyah, Hanabilah, dan Khulafa
ar-Rasyidun berpendapat bahwa khalwat berdasarkan akad yang shahih
dianggap dukhul yang mewajibkan ‘%ddah. Sedangkan ulama Syafi’iyyah
dalam mazhab yang baru (qaul al-jadid) berpendapat bahwa khalwat tidak
mewajibkan iddah.(Saputra 2020)

Penetapan iddah dengan haid ini juga berlaku bagi isteri yang ditinggal
mati oleh suaminya dan ia tidak dalam keadaan hamil dalam dua
keadaan.(Yulianti, Abikusna, and Shodikin 2020) Pertama, apabila ia
dicampuri secara syubhat dan sebelum putus perkawinannya suaminya
meninggal maka ia wajib ber’iddah berdasarkan haid. Kedua, apabila akadnya
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fasid dan suaminya meninggal maka ia ber’iddah dengan berdasarkan haid
tidak dengan empat bulan sepuluh hari yang merupakan ‘iddah atas kematian
suami karena hikmah iddah di sini adalah untuk mengetahui kebersihan rahim
dan tidak untuk berduka terhadap suami karena dalam hal mencampuri secara
syubhat tidak ada suami dan dalam akad yang fasid tidak ada suami secara
syar’i maka tidak wajib berduka atas suami.
Iddah berdasarkan bilangan bulan

Apabila perempuan (isteri) merdeka dalam keadaan tidak hamil dan
telah dicampuri baik secara hakiki atau hukmi dalam bentuk perkawinan sahih
dan dia tidak mengalami haid karena sebab apapun baik karena dia masih
belum dewasa atau sudah dewasa tetapi telah menopause yaitu sekitar umur
55 tahun atau telah mencapai umur 15 tahun dan belum haid kemudian putus
perkawinan antara dia dengan suaminya karena talak, atau fasakh atau
berdasarkan sebab-sebab yang lain maka iddahnya adalah tiga bulan
penuh(PRADANA 2022) berdasarkan firman Allah dalam Surat at-Talaq (65):
4. Dalam hal ini bagi perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya dan ia
tidak dalam keadaan hamil dan masih mengalami haid iddahnya empat bulan
sepuluh hari berdasarkan firman Allah dalam Surat al-Bagarah ayat 234:
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Artinya: Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan
meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya
(ber’iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis ‘iddahnya,
maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri
mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.

Iddah karena kematian suaminya

Sementara itu jika putusnya perkawinan disebabkan karena kematian
suami maka apabila isteri dalam keadaan hamil ‘iddahnya sampai melahirkan.
Mayoritas ulama menurut Ibn Rusyd berpendapat bahwa masa ‘ddah
perempuan tersebut adalah sampai melahirkan, meskipun selisih waktu
kematian suami hingga ia melahirkan hanya setengah bulan atau kurang dari
empat bulan sepuluh hari. Sementara menurut Malik dan Ibn ‘Abbas dan Ali
bin Abi Talib masa iddah perempuan tersebut diambil waktu yang terlama dari
dua jenis iddah tersebut apakah empat bulan sepuluh hari atau sampai
melahirkan.

Menurut jumhur ulama antara lain Hanafiyyah dan jumhur shahabat
telah diriwayatkan bahwa Umar dan Abdullah bin Mas’ud dan Zaid bin Sabit
dan Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah mengatakan: ‘ ‘iddahnya ialah
dengan melahirkan kandungan yang ada di dalam perutnya meskipun
suaminya ketika itu masih berada di atas kasur tempat membaringkan
mayatnya.’ Ini berarti bahwa ayat dari Surat at- Talag mentakhsis ayat Surat
al-Bagarah yang menjelaskan ‘iddah bagi isteri yang ditinggal mati oleh
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suaminya adalah empat bulan sepuluh hari. Hal ini karena ayat Surat at-Talaq
diturunkan setelah ayat Surat al- Bagarah.

Dan bagi isteri yang tidak dalam keadaan hamil ‘iddahnya adalah empat
bulan sepuluh hari berdasarkan Surat al-Baqarah (2): 234. Dalam hal ini
tidak ada perbedaan baik isteri masih kecil atau sudah dewasa, muslim atau
kitabiyah begitu pula apakah sudah melakukan hubungan atau belum karena
iddah dalam kondisi seperti ini adalah untuk menunjukkan kesedihan dan
rasa belas kasih atas kematian suami sehingga disyaratkan bahwa akadnya
sahih, jika akadnya fasid maka ‘iddahnya dengan haid karena untuk
mengetahui kebersihan rahim. Semua ketentuan ini adalah bagi isteri yang
merdeka sementara jika isteri adalah hamba sahaya dan hamil maka iddahnya
sama dengan isteri yang merdeka yaitu sampai melahirkan dan jika tidak
hamil dan masih mengalami haid 7ddahnya adalah dua kali haid.

4. Iddah bagi isteri qabla ad-dukhul

Adapun jika putusnya perkawinan terjadi sebelum dukhul (hubungan
seks) apabila disebabkan oleh kematian suami maka wajib bagi isteri untuk
ber'iddah sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Dan jika putusnya
perkawinan disebabkan karena talaq atau fasakh maka tidak ada kewajiban
‘iddah bagi isteri. Jika nikahnya berdasarkan akad sahih tidak disyaratkan
adanya hubungan seks (dukhul) hakiki akan tetapi adanya khalwat shahih
sudah mewajibkan untuk ber’iddah sebaliknya jika berdasarkan akad fasid
maka tidak wajib ber’iddah kecuali telah terjadi dukhul hakiki (hubungan
seks). Dan tidak ada kewajiban ‘ddah bagi isteri yang dicerai sebelum
dicampuri (qabla ad-dukhul)

Berkaitan dengan dampak dari pelanggaran masa iddah, di masyarakat ada
beberapa perempuan yang mengajukan cerai gugat dimana mereka belum
menyelesaikan masa Iddahnya, akan tetapi mereka sudah melaksanakan
perkawinan dengan laki-laki lain. Dampak yang diterima yakni adanya
cibiran/omongan dan masyarakat sekitar. Selain itu, ketika seorang wanita yang
masih dalam masa iddah bersikeras menikah lagi dengan lelaki lain, besar
kemungkinan akan berdampak pada anaknya kelak. Status anak yang dilahirkan
juga akan menimbulkan pertanyaan apakah dari suami sebelumnya atau suami
yang sekarang.

Adapun bagi wanita yang melanggar masa iddah yang seharusnya menjadi
kewajiban yang harus dijalani sudah pasti akan menimbulkan akibat hukum baik
hukum Islam maupun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Secara hukum
Islam, bagi wanita yang melanggar masa iddah, apabila ia menikah maka hukum
pernikahannya tidak sah. Apabila ia berhubungan, maka secara otomatis hubungan
tersebut dihukumi zina. Apabila setelah berhubungan ia memiliki anak, maka
status anaknya adalah anak dari hasil zina. Adapun secara hukum Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2019, wanita yang melanggar masa iddah sudah pasti ia telah
melanggar hukum yang ditetapkan oleh pemerintah. Walaupun ia tidak
mendapatkan hukuman secara perdata, akan tetapi perbuatannya harus
dipertanggungjawabkan karena telah melanggar seorang pemimpin negara (ulil
amri).
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KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah peneliti jelaskan pada bab sebelumnya dapat
diambil kesimpulan bahwa iddah merupakan masa dimana seorang istri
diwajibkan untuk menunggu apabila ingin menikah kembali dengan laki-laki lain
yang disebabkan dicerai atau ditinggal mati oleh suaminya. Pelanggaran masa
iddah yang biasa terjadi pada umumnya yakni masa iddah-nya wanita yang
ditinggal mati oleh suaminya adalah empat bulan sepuluh hari. Sedangkan bagi
wanita yang dicerai oleh suaminya maka masa iddahnya adalah tiga kali quru’
(masa suci). Namun ada beberapa perempuan yang menikah lagi dengan laki-laki
lain saat masa iddah-nya belum cukup. Wanita yang menikah lagi setelah ditinggal
mati ataupun diceraikan oleh suaminya bisa dikatakan telah melanggar masa iddah
menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pasalnya, masa
iddah yang sebenarnya masih lama tidak dianggap terlalu penting. Pelanggaran
masa iddah yang terjadi adalah menikah sebelum masa iddah selesai. Hal ini tidak
sejalan dengan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
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